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THE ROLE OF THE CAMAT IN COORDINATING THE
ADMINISTRATION OF PEACE AND ORDER IN PANGKALAN KERINCI
DISTRICT PELALAWAN REGENCY

ABSTRACT
BY : Takimahi Subhayano

Government Regulation Number 17 Year 2018 Concerning Subdistricts in
carrying out-the duties of the Camat in the administration of the Government
where Article’ 10 point ¢ thatithe Camat in‘lgading the District is tasked with
coordinating efforts to ‘administer peace and publi¢ order. In Coordinating the
Implementation of Peace and Public Order .includes the existence of
responsibilities, the existence of processes, regular arrangements, Unity of action
and the purpose of coordination. The purpose of this research is to find out the
Sub-District's Task in Coordinating the Implementation of Peace and Public
Order in Pangkalan Kerinci Sub-District, Pelalawan Regency and to know the
obstacles in the Sub-District's Duty in Coordinating the Implementation of Peace
and Public Order in Pangkalan Kerinci Sub-Distriet; Pelalawan District. This
research is a study using qualitative methods that are descriptive, conducted by
survey. The results of this study are expected to provide the following benefits:
brainstorming.in the context of developing science, especially in the field of social
and political science as well as a reference to improve the implementation of the
Camat's Task of Coordinating the Implementation of Peace and Public Order in
Pangkalan Kerinci Distriet,~Pelalawan  Regency.. The results of research
conducted in Pangkalan Kerinci Subdistrict, Pelalawan Regency are good enough
that the sub-district head has coordinated security and order implementation.
However, the authors suggest that the head of the sub-district should be able to
improve coordination with the village government -and village community
institutions as well"as the local police regarding peace.and order with the aim of
achieving peace and order by the community..

Keywords: Task, Coordination, Peace and Order
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PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK
Oleh : Takimahi Subhayano

Peraturan Pemerintah Nomor, 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam
pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan dimana Pasal 10
poin ¢ bahwa Camat 'dalam memimpin Kecamatan®bertugas mengoordinasikan
upaya penyelenggaraan ketenteraman dan  ketertiban umum. Dalam
Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
meliputi Adanya tangungjawab, Adanya proses, Pengaturan secara teratur,
Kesatuan tindakan dan Tujuan koordinasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui ~Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan - Penyelenggaraan
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan serta mengetahui hambatan-hambatan Tugas = Camat Dalam
Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini merupakan
penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat Deskriptif, dilakukan
dengan cara Survey. Hasil penelitian ini diharapkan dapat -memberi manfaat
sebagai berikut<: sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu
pengetahuan Khususnya dibidang ilmu_sosialdan politik serta acuan untuk
meningkatkan = pelaksanaan . Tugas" ' -Camat Dalam ~ Mengkoordinasikan
Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan
Kerinci Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan
Pangkalan Kerinci- Kabupaten Pelalawan sudah cukup baik camat sudah
melakukan koordinasi didalam penyelengaraan keamanan dan ketertiban. Namun
penulis menyarankan kepala Camat agar dapat meningkatkan koordinasi dengan
pemerintah Desa/Kelurahan .dan lembaga masyarakat Desa serta Kepolisian
setempat terkait ketentramandan ketertiban dengan tujuan agar tercapainya
tentram dan tertib ditegah masyarakat.

Kata Kunci : Tugas, Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya pemerintah-adalah untuk-menjaga suatu sistem
ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Sistem
Pemerintahan Negara Republik dndonesia: menurut Undang-Undang Dasar 1945
memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi
Daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan
dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Oleh
karenanya penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional.

Pemerintah Daerah, /diatur oleh pasal 18 UUD 1945-ayat 1 menjelaskan
bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah propinsi, kabupaten
dan kota itu mempunyai pemerintah Daerah, ayat tersebut menyatakan bahwa
pemerintah Daerah propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahan meurut asas.Otonomidan tugas pembantuan, atau pengertian
Otonomi sama artinya mengatur rumah tangga sendiri.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan
menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, maka pemerintah Daerah
menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing

Daerah. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 yakni, “Perangkat Daerah
Kabupaten/kota terdiri atas secretariat Daerah, sekertariat DPRD, Inspektorat,
Dinas, Badan, dan Kecamatan Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah
kekuasaan Pemerintahan, melainkan sebagai. satuan wilayah kerja atau pelayanan,
status Kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/kota, dimana pada
pasal 224 bahwa Kecamatan dipimpin @leh seorang kepala Kecamatan yang
disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali
kota melalui sekretaris Daerah dengan koordinasi Kecamatan meliputi atas
pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan tentara nasional indonesia di
Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi
formal yang berfungsi menjalankan fungsi Pemerintahan secara umum dalam
melayani masyarakat. Instansi Kecamatany dapat -dikatakan sebagali
penyelenggaraan birokrasi Pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari
Pemerintahan Kelurahan atau Desa dalam meningkatkan pelayanannyakepada
masyarakat. Camat dalam hal Ini sebagali pimpinan organisasi Pemerintahan
Kecamatan diharapkan mampu melaksanakan fungsinya.

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut mendorong terjadinya
perubahan secara structural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial
adalah yang berkenan dengan kedudukan, kewenangan, tugas Camat.

Kedudukan Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah

Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas
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dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat Daerah yang memiliki

sebagian kewenangan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai tugas Camat
yang berada diwilaya Kecamatan merupakan upayah meningkatkan kenyamanan
bagi masyarakat dimana penyakit masyarakat menjadi permasalahan yang
cenderung menjadi kendala yang sulit dihadapi sehingga Camat dalam

melaksanakan tugasnya haruslah memiliki potensi dalam mengatasinya
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dikarenakan sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat terutama kaum muda
sebagai penerus bangsa.

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah tingkat

satu tugas i ji 3 . nasikan upaya
penyelenggarag : aman :‘ A h.oSebab itu, untuk

mewujudkannya. Ca 8 n dan berbagai

pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.
Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan
diantaranya oleh pelanggaran hukum vyang berlaku, yang menyebabkan
terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun
bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari

bidang ekonomi dan keuangan”.
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Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah
penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 84.865 Jiwa dengan tingkat

kepadatan penduduknya 1433 Jiwa/km2. Luas wilayah Kecamatan Pangkalan

2016 Tentang
Keamanan Ketentraman
Masyarakat

melakukan kegiz J : tertiban Umum

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mencegah dan
menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral,
dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pelalawan. Adapun
dikatakan pada pasal Pasal 4 Ruang lingkup Prostitusi, Minuman Kkeras,

Pengaturan Pengawasan, Penertiban Usaha Kafe, Karoke, Billiar Dan
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Ketentraman Serta Ketertiban Umumn yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
adalah :

a. Tertib prostitusi/pelacuran;

j. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

k. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
I. Tertib pedagang kaki lima;

m. Tertib warung kelambu dibulan Ramadhan;

n. Tertib rumah kos / sewaan;

0. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
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p. Tertib Perjudian;

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peraturan ketentraman dan

ketertiban di di Kabupaten Pelalawan dengan tujuan tercapaiannya ketertraman

. Mengordinasikan urusan ketentraman dan Kketertiban umum serta
perlindungan masyarakat.

3. Melaksankan koordinasi dengan instansi mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat di wilaya Kecamatan.
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4. Melaksanakan koordinasi dengan toko masyarakat dan took agama yang

berada di wilaya kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum masyarakat di wilaya Kecamatan.

peristiwa

pembinaan

melakukan rta masyarakat
setempat. B m memberikan
hasil yang aya Kecamatan
kegitan-kegi an masyarakat
Koordinas ditun 0 emberikan tujuan
pencapaian am ga tidak terjadinya
keresahan yang dira ’Q ‘ perikut koordinasi Camat di

Kecamatan Pangkalan Ker Ketentraman dan ketertiban di

lingkungan masyarakat sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Bentuk Koordinasi Camat dengan instansi lembaga masyarakat
dan masyarakat setempat di Kecamatan pangkalan Kerinci Tahun
2018.

No

Koordinasi Katerangan

Camat Terlaksana

%

e ¥
0,

Belum
Terlaksana
secara Rutin

Belum
Terlaksana
secara Rutin

Terlaksana

-

oknum atau individu yang
meresahkan masyarakat.

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2019
Berdasarkan penjelasan tabel diatas bentuk Koordinasi Camat dengan
instansi lembaga masyarakat dan masyarakat setempat di Kecamatan pangkalan

Kerinci Tahun 2018 yang meliputi Kepala Desa/Kelurahan, RT/RW, Masyarakat,




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

10

Polri dan TNI Setempat. Diketahui bahwa koordinasi Camat dalam penerapan

Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan pangkalan Kerinci sudah berlangsung

melalui rapat yang dilaksanakan disetiap bulannnya akan tetapi diketahui RT/RW

No Nama Desa/Keluraha Jumlah Status

1 | Bukit Agung 1 Aktif

2 | Kuala Terusan 2 Aktif

3 | Makmur 1 Tidak Aktif
4 | Pangkalan Kerinci Barat 1 Tidak Aktif
5 | Pangkalan Kerinci Kota 1 Tidak Aktif
6 | Pangkalan Kerinci Timur 1 Tidak Aktif
7 | Rantau Baru - Tidak Aktif

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2019
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Berdasarkan Tabel diatas Jumlah Poskamling Di Desa/Kelurahan Di
Kecamatan Pangkalan Kerinci dapat diketahui bahwa dari 7 Desa/Kelurahan yang

ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, hanya 6 (enam) Desa/Kelurahan yang

mengawasi

keteriban d
Ada ang menjangkut

ketentrama )ai dengan 2018

S =00 )

—
QD
o
3
[EY
w
)
QD
83
>
«
=
=
QD
>
A
@D
=
>
Q.

A

1 Perkelahian.

2 Pencurian.

Sumber : Polsek Pangkalan Kerinci, 2019

Dari table diatas Data Pelanggaran Ketentraman di Kecamatan Pangkalan
Kerinci  2017-2018 jenis pelanggaran ketentraman meliputi Perkelahian,
Pencurian. Hal ini perlunya Camat lebih tanggap terkait kejadian yang ada di
wilaya keCamat tersebut dengan uapaya kerjasama dengan kepolisian setempat

agar tidak terjadinya keresahan bagi masyarakat.
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Begitu juga dikethaui pelanggaran ketertiban yang terjadi di Kecamatan
Pangkalan Kerinci tahun 2017-2018 dapat dilihat pada table dibawa ini :

Tabel 1.4. Rekapitulasi Pelanggaran Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan
Kerinci Te 2017-2018

Sumber :

permasalahannya sehingga dala hal ini masih perlu penangangan
yang lebih maksimal. Jika dilihat dari lingkup kejadian yang ada, maka
permasalahan yang menjadi urusan Camat dalam mengkoordinasikan ketertiban
bersama dengan Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan perangkat Desa dengan
tujuan agar tercapainya lingkungan tertib.

Berdasarkan penjelasan di atas perlunya koordinasi dalam rangka menjaga

ketentraman dan ketertiban yang lebih maksimal yang dilaksanakan oleh Camat
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sehingga tidak meningkatkan keresahan yang dirasakan warga masyarakat.
Namun demikian, dengan masih ada terjadinya permasalahan dan kejadian yang

ada, diindikasi bahwa koordinasi yang ada antara Camat dengan instansi dan

luas terkait
i dapat dilihat
an ketertiban di
disetiap bulannnya

engikuti rapat

memberikan aman dan tertibnya di tegah masyarakat.
3. Diketahui bahwa masih banyaknya ditemui pelanggaran ketentraman dan
ketertiban di tegah masyarakat terlihat pada tabel 1.3 dan 1.4, hal ini
disebabkan kurangnya kerjasama Camat dalam bentuk koordinasi didalam

penangannya sehinga pelanggaran ketentraman dan ketertiban disetiap

tahunnya masih banyak terjadi.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

14

Dilihat dari pentingnya mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum yang lakukan oleh Camat dalam pelaksanaan

tugas umumnya, dimana pemerintah Kecamatan selaku aparatur adalah menjadi

enggaraan segala

di Kecamatan

C. Tujuan dan Kegunaa
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk menganalisis dan mengetahui Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
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b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan Pelaksanaan tugas

Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan

Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
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BAB |1

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

istrasi sebagai

proses aktifitas

inistrasi adalah
kegiatan atau rar ' giata agai prose € Jsaha kerja sama

telah ditetapkan

penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang

menyeluru serta hubungan timbale balik antara seru fakta dengan fakta yang lain.
Menurut Siagian (2006:2) Administrasi merupakan keseluruhan proses

kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu

dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Zulkifli

(2005:16-17) bahwa konsep administrasi diidentikan dengan berbagai bentuk
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keterangan tertulis, dalam study administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi
dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian
pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat
(korespondensi) dan pengolahan. keterangan.tertulis fainnya. Administrasi dalam
arti luas-mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah di dalam
organisasi untuk mencapai _satu'atat: sejumlah tujuan yang telah disepakati
sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diartikan administrasi dalam
arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit dimana cakupan
tersebut merupakan suatu rangkaian pekerjaan ketatausahaan ataupun pengelolaan
keterangan tertulis lainnya saja, namun administrasi juga berarti luas yaitu yang
diartikan sebagal proses segala aktifitas serta kerja sama dalam hal mencapai
tujuan tertentu. Dengan demikian maka dapatlah dipahami juga bahwa
administrasi merupakan sesuatu proses dalam hal pelayanan pengaturan.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003:9) Administrasi Negara adalah
: merupakan semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-
urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam
sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip.yang diyakini sebagai pegangan atau
acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang
diharapkan.

Menurut Brooks Adams (dalam Ali Faried 2013:51) administrasi adalah
kemampuan mengoordinasikan sebagai kekuatan sosial yang sering Kkali
bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisme sedemikian padunya

sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.
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Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Administrasi dalam arti sempit dan
luas dimana administrasi dalam arti sempit cakupan tersebut merupakan suatu

rangkaian pekerjaan_ .Keta plaan keterangan tertulis

2. Konsep

ganisasi adalah
setiap bentuk perseri ; al pekerja sama untuk
suatu tujua a dan te I3 an mana selalu

terdapat hu : g > : ekelomg ang yang disebut

member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha
yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam
melaksanakan setiap fungsi, tugas, dan wewenang dan tanggung jawab seperti
yang dirumuskan oleh Atsmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005:75) sebagai berikut :

a. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
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b. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny

c. Antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan harus selalu kesesuaian

d. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepatnya

3. Konsep Manajemen

Menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur
proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secra
efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Stoner (dalam zulkifly, 2005;28) manejemen merupkan proses

perencanaan, mengorganisasikan, dan menggunakkan semua sumber daya
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manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Batasan
manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan

adalah: ketatalaksanaan,manajemen,management dan pengurusan. Untuk

S

ai istilah aslinya yaitu

sistematik, denga imalka 13 najemen  sehingga

memberika

yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan
segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi
kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan

yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. Organizing (Pengorganisasian)
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Yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan
mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah

direncanakan.

b. Actuating (P §

yang ada dala ganisasi a : { ﬁ’ lakukan bisa
berjalan de

c. Contro

dengan renc : 1 . mengaw . i penge oer daya dalam
organisasi age anpa ada yang

melenceng da

efesien untuk me : aitkan dengan aktifitas-aktifitas,
perencanaan,  penggorga g enge an, ,  pengarahan,
pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasillkan jasa yang efisien.
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4. Pemerintah Daerah
Pemerintah menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen

tunggal yang berkuasa yang selalu aktif dan berinisiatif untuk mengatur atau

dilakukan ole I d 20 dalam usaha
mencapai

Berdasark aia -:: apa ahw grintahan Daerah
erazaskan Otonomi

organisasi

Daerah sen ntuk mencapai

(1) Pembentukan Kecamatan's a dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus
memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan
administratif.

(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jumlah penduduk minimal;

b. luas wilayah minimal,

c. jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan; dan
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d. usia minimal Kecamatan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemampuan keuangan Daerah;

m komunikasi
an dibentuk.

ndang-Undang

a. an tipe o atan dengan beban kerja

yang kecil.

(2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/Kelurahan.

Perbedaan Klasifikasi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 Struktur

Organisasi Kecamatan bisa berpola dengan 5 kepala seksi dan bisa berpola
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minimal 3 kepala seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan Klasifikasi
Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan Klasifikasi Tipe B

(Kecamatan dengan beban Kerja yang kecil).

4. Camat
Indonesia
camat di Oderdistrik;
asisen  wi alikota yang
mengepal
Dale 1 Mente alam Nege g 2010 tentang
Pedoman 1 Ayat 6

Jan koordinator
dalam pelaksanaan

tugasnya mempe impaha dari Bupati/Walikota

kabupaten/kota. Camat berkedu pagai  koordinator penyelenggaraan
pemerintah di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten/Kota.

Dimana dikatakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah

daerah pada Pasal 224 dikatakan :
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(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota

melalui sekretaris Daerah.

dengan me
ijazah /sarja - Nt atau se profesi kep gprajaan. Kenyataan
yang berlaku ¢

diatas.

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
c. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (6);
d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;
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f.  Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
g. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h. Mengoordinasikan  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

Daerah diKe

h%h‘-“ .#@ a dan/atau

ﬂ angan Daerah

’ﬂ. angkat Daerah

o 5.0 B 5005
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Selain tugas tersebut diatas camat juga mendapat pelimpahan wewenang,
hal ini atur pada pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai
berikut :

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1),

camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk
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melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat

kepada camat
misalnya kebe ecamatan dan
pemberian iz

akibat dari p

S b
“-‘ - '
LT
<

huruf b sampa

kabupaten/kota.

7. Konsep Koordinasi

Koordinasi adalah prose grasian tujuan-tujuan dan kegiatan-
kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (depertemen atau bidang-bidang
fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan
pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar

kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara

keseluruhan. (Handoko, 1997:195)
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Menurut Hasibuan (2003:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan ,

mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan

pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

ilakukan oleh

intah terhadap

mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan
pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
Sedangkan koordinasi fungsional dibagi atas tiga macam, yaitu :
1. Koordinasi Fungsional Horizontal, vyaitu koordinasi atar pejabat

pemimpion atau instansi yang setingkat, baik dalam satu instansi maupun

dengan insatansi lain.
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2. Koordinasi Fungsional Diagonal, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh

seorang pejabat pemimpin atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain

yang lebih rendah tingkatnya, tetapi bukan bawahannya.

SR AENARACS

©
.

o
(72}
D
w

=]
@D
3
o
job)
=\
-
@D
>

«
@D
>
o
2
:
>
o
jab}
>

°
@D
>

S
<
QD
[%2]
QD
>
wn
QD

|-
1)
—~
o
o
=
=
>
QD
2.
3
o8
=
c
=

rupakan upaya
untuk me tifitas-aktifitas

pembanggu

mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen
dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi adalah sesuatu yang mengandung pengertian semangat
”bekerjasama” (coorparation). Semangat “bekerjasama” diantara sesama satuan
organisasi atau instansi serta diantara sesama pejabat dalam penyelenggaraan

pembanggunan Daerah, memang sangat penting artinya sebagai landasan
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keberhasilan usaha pembangunan itu. Tetapi, semangat bekerjasama itu saja

belum menjamin tujuan yang akan di capai. Semangat satu dan kompak itu, dalam

wujud aktifitas nyata masih harus di ikuti dengan koordinasi ( coordination )

b. Pengorganisasian
Jika pengorganisasian baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih
mudah organisasi yang baik apabila hubungan antar individu berjalan

dengan baik.
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c. Pengarahan
Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan

bermacam-macam variasi dalam intensitas directing force akan membantu

d.
yang terus
menyel askan usaha-
terjadi kerena
g di butuhkan.
ik dapat dilihat
sebagai ber
1. Adanya
Bahwa ta ‘_y Pimpinan tidak
mungkin gac an kerja sama.
Adanya pros
Hal ini dikaren pimpinan yang bersifat
kesinambungan dan ha c sehingga tujuan dapat tercapai
dengan baik.

. Pengaturan secara teratur.

Pengaturan secara teratur dari pada usaha kelompok karena koordinasi adalah
konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu,
maka dari pada individu yang bekerja sama dimana dengan koordinasi

menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai
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efesiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih,

kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan tanda kurang sempurnanya

koordinasi.

4. Kesatuan tind

ri pada usaha

ikut serta

Tetapi, semangat bekerjasama itu saja belum menjamin tujuan yang akan di capai.

8. Konsep Ketentraman dan Ketertiban

Pengertian keamanan dan ketertiban dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia yang dimaksut (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan,
tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau

tersembunyi. Dengan demikian aman berhubungan dengan psikologis dan kondisi
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atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko.
Menurut Soebroto (Sadjijono 2008:7) aman mempunyai tiga unsur pokok yaitu,
perasaan bebas dari kekhawatiran, bebas dari resiko dan damai lahir dan batin.

Pengertian« keamanandan_ ketertiban-juga di jelaskan dalam Bab |
ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi
Negara Republik Indonesia, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan
pengertian ketertiban masyarakat menjadi keamanan dan Kketertiban masyarakat
yang artinya, kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah
satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam
rangkatercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminya keamanan,
ketertiban dan.tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman.yang mengandung
ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat
dalam menangkal, mencegah;, dan menanggulangi segala bentuk
pelanggran hukum dan bentuk-bentuk ganguan lainnya yang dapat meresahkan
masyarakat.

Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan
rakyat dapat melakukan kegiatan.secara aman,tertib dan teratur. Ketentraman dan
ketertiban ini dapat terganggu olehberbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh
pelanggaraan hukum yang berlaku,yang menyebabkan terganggunya ketentraman
dan ketertiban masyarakat (Ermaya (2000;6).

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib”
yang pengertiannya menurut poerdarminta (2003:183) adalah: “ketentraman

adalah aman atau (tidak rusuh,tidak dalam kekacawan). selanjutnya tertib ialah
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aturan,peraturan yang baik,misalnya tertib program,tertib hukum yaitu aturan
yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan,kesopanan,peri
kelakuan yang baik dalam pergaulan,keadaan serta teratur baik”.

Pengertian_mengenai ketentraman diatas-dapat diliat bahwa tentram adalah
kondisi_lingkungan dan tertib ialah usaha menegakkan peraturan. Selanjutnya
yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undangundang
No.12 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf C dikatakan bahwa : “yang dimaksud
dengan Kketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini
termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Defenisi ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12
tahun 2008 pasal 13 ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas
pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari.

Defenisi tersebut diatas,menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban
itu,menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan
rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat.
Sehingga dari teori diatas dapat disimpulkan ketentraman dan ketertiban adalah
suatu kondisi yang dinamis,aman_dan'tenang yang berjalan secara teratur sesuai
aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan
yang aman.tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan
kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya

yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.
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8. Konsep Kebijakan dan Prosedur Kerja
Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2006:185) evaluasi

ditunjukkan untuk melihat sebahagian-sebahagian kegagalan suatu kebijakan dan

untuk mengetah i an 0 dapat menghasilkan
SVt “
: - ?ﬂ Jpakan suatu

e

1. asi pe ahan i dilakukan oleh setiap badan
i I"*--l

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota
untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas

umum pemerintah. (pasal 1 ayat 9 PP RI No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan)
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Menurut pendelegasian kewenangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi
objektif Kecamatan, dapat disusun langkah-langkah strategi lanjutan sebagai

berikut :

atas wilayah
sebagai
seperti selama

awahan adalah
suatu keha sendirian oleh
pimpinan. nu al 126'L 32 | ' ng perangkat daerah

dikatakan :

1. 3 diwilays 1paten/ gan perda berpedoman

Camat diangkat oleh Bupa a atas usul Sekda Kabupaten/Kota

5. Camat menjalankan tugas-tugas dibantu perangkat Kecamatan

6. Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat

7. Pelaksanaan segala ketentuan diatas berpedoman kepada peraturan

pemerintah
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Peranan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah  adalah
melaksanakan tugas yang fungsi yang sudah disusun secara tegas akan

memudahkan birokrasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

tersebut, o

dengan car

1. Mekanisme dan prosedur kerja merupakan aturan main yang harus ditaati
dalam penyelesaian tugas lintas sektoral dan muti dimensional.

2. Dalam menjalankan roda organisasi harus terjawab pertanyaan-pertanyaan
. Sipa yang melakukan kegiatan apa, Siapa yang bertanggung jawab

kepada siapa, Siapa berinteraksi dengan sipa, Jaringan informasi apa yang
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terdapat dalam organisasi, Saluran komunikasi apa yang tersedia bagi

siapa dan untuk kepentingan apa.

3. Kejelasan mekanisme dan prosedur Kkerja berkaitan erat dengan

Keberadaan pemerintah dalam menjalankan tugas administrasi pemerintah
sebagai bentuk langkah dalam menterjemahkan keputusan kedalam tataran
operasional biasanya melibatkan orang-orang atau pegai yang harus bertindak
sesuai dengan:

1. Struktur yang ada yaitu, struktur organisasi pemerintah baik ditingkat

pusat maupun tingkat daerah.



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

1.

2.

39

Prosedur yang telah ditetapkan yaitu, dimana administrator mengikuti
prosedur tersebut dalam melakukan tindakan-tindakan terutama

pengambilan keputusan.

itetapkan bagi. pé ‘ ator dalam melakukan
N 1 TSR ) .0.
“ﬁ an menurut
" 4

pemerintahan

L e S
Sh.é

o
)
QD
3
3
@D
>
N
)
QD
>
Py
QD
S

Menyelenggarakan koordinasi, identifikasi kebutuhan pendidikan dan
pelatihan SDM

Penyelenggaraan administrasi kepegawaian

Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian dan

mutasi kepegawaian
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5. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur

mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban

kedudukan PNS

Menurut QQ ecamatan dibentuk di wilayah
kabupaten/kota dengan per : da peraturan pemerintah, Kecamatan
adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan
di pimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
wewenang sebagai wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagai urusan

otonomi daerah.
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Lebih lanjut Widjaja mengutip UU No. 32 Tahun 2004 (2005:238)
mengatakan adapun tugas Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

meliputi :

\\h\

o
o
“
L
%
g

ﬂi

Membina antara lain dalam bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa untukl
terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 126, telah
diketahuinya nilai-nilai pokok dalam pelaksanakan tugas Camat dalam bidang

pemerintahan maka perlu dioperasionalkan apa yang menjadi tugas dan dari suatu
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organisasi, dalam hal ini yang menjadi tugas Camat dalam bidang pemerintahan
adalah :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. 0 5 Daya eleng aman dan ketertiban

ruang lingkup

pemerintah

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan.

b. Melakukan pembinaan dan pengwasan terhadap keseluruhan unit kerja

baik pemerintah maupun swaata yang mempunyai program kerja dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
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c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegitan pemberdayaan

masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja

pemerintah maupun swasta.

% “E‘ ;

I

* 1' amat  dalam
& s

kem juian pendidikan dan

2
A3 ) )

dilaksanakan.

Sebagaimana pengertian koordinasi yang dikatakan Westra (1985:73)
bahwa koordinasi berartin pekerjaan menghubung-hubungkan, menyatupadukan
dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan sehingga semua berlangsung

secara tertib dan seirama menujun kearah tercapainya tujuan usaha bersama.
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dapat dilihat suatu gambaran bahwa

koordinasi adalah suatu kegiatan untuk menyatupadukan dan menyelaraskan

berbagai pihak yang terkait dalam suatu kegiatan, sehingga nantinya terdapat

Gambar : Il.I Kerangka

entang Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan

Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan

Peranan

4L

Peranan Camat Dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2018 Tentang Kecamatan dimana
Pasal 10 poin ¢

4 L

Handayaningrat (2002:89)
meliputi :

a. Adanya tangungjawab.

b. Adanya proses.

c. Pengaturan secara teratur.
d. Kesatuan tindakan.

e. Tujuan koordinasi.

koordinasi
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Tugas Camat dalam Koordinasi
Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di

Kecamatan Panakalan Kerinci

. Tesis Tugas

Camat Dal an ketentraman dan K di Kecamatan

terhadap masyarakat sehingga mas at sewena-wenang dalam melakukan
penjualan minuman beralkohol serta semakin banyaknya masyarakat yang
dirugikan terutama kaum muda.

Elyasip S Sembiring Universitas Riau, 2013 Tesis Evaluasi kinerja Camat
dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kecamatan Siak Kabupaten Siak

dalam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Camat berdasarkan tugas

Camat terlihat belum terlaksana secara merata dalam penertiban penyakit
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masyarakat dikarenakan kurangnya koordinas Camat terhadap pihak keamaan
terutama Satpol PP sehingga masih banyaknya marak penyakit masyarakat di

Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Pelalawan.

Adapun konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini
adalah :
1. Peranan adalah kontribusi yang dapat diberikan terhadap sesuatu hal, dalam

hal ini adalah penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
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2. Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan kerjasama

dan berkomunikasi untuk melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban.

konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu,
maka dari pada individu yang bekerja sama dimana dengan koordinasi
menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai
efesiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih,
kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan tanda kurang sempurnanya

koordinasi.
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7. Kesatuan tindakan.
Kesatuan tindakan dari pada usaha berarti bahwa pimpinan harus mengatur

sedemikian rupa usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapat adanya

keserasian di
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BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Tipe/Jenis Penelitian

objek pen

menganali

Sudarman (

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan dalam penelitian ini
adalah individu-individu yang terlibat dalam Ketentraman dan Ketertiban di

Kecamatan pangkalan Kerinci. Adapun Camat, Kepala Desa/Kelurahan.

D. Teknik Penarikan Sampel
Teknik penarikan sampel yang merupakan responden penelitian dengan

teknik Purpose Sampling. dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2006:62).
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Pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti dalam teknik penarikan responden
adalah dengan menentukan responden yang berhubungan langsung peran

Camatdalam  Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban di  Kecamatan

yang diteliti. Dokumen tersebut

Jalah sumber data yang berwujud data
arsip , laporan, dan peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat
mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Adapun sumber data tersebut antara lain:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam
penelitan ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara

hasil pertemuan face to face (tatap muka). Data primer yang dibutuhkan
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adalah data yang berhubungan peran Camat dalam mengkoordinasi
Ketentraman Dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kabupaten Pelalawan dan Data pelanggaran ketentraman dan ketertiban.

(Moleong, 2005:174).

. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu (Moleong, 2005:186).

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan

pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah
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yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang

keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Dalam Penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif
Analitis, yaitu suatu teknik analisa yang berusaha memberikan gambaran yang
terperinci berdasarkan_kenyataan yang ditemui dilapangan, kemudian data yang

ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel-tabel.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini
dimulai bulan-Februari sampai dengan bulan Mei 2019. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 11l. 1" Jadwal sKegiatan Penelitian Peranan Camat Dalam

Mengkoordinasikan Penyelenggaraan  Ketentraman Dan
Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan
NO BULAN DAN MINGGU KE
JENIS R Februari | Maret | April Mei
12|34/ 142[3/4/1/2|3|4/1/23
1 Persiapan dan penyusunan
UP
2 Seminar UP
3 Riset
4 Penelitian lapangan
5 Pengolahan data dan
analisis
6 Konsultasi bimbingan Tesis
7 Ujian Tesis
8 Revisi dan Pengesahan
Tesis
9 Pengadaan serta penyeraha
Tesis

Catatan : Jadwal penelitian sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan sesuai
ketentuan penelitian, 2019
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Pangkalan Kerinci

erda Nomor 10

’ s ,
Tahun 200 - : aut, dengan Suhu
Maksimum Kerinci terbagi
atas 3 Kelu erinci Kota dan
Kelurahan K aitu Desa Bukit
Agung, Desa

Luas

Siak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras, Sebelah
Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam dan Sebelah Timur berbatasan

dengan Kecamatan Pelalawan.

B. Keadaan Demografis
Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam

menunjang perkembangan Daerah tertentu, karena penduduk secara langsung
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mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu Daerah, karena semakin

meningkat populasi penduduk suatu Daerah akan diikuti dengan pertumbuhan

pembangunan pada Daerah tersebut.

’ d
'b 4’ etahui bahwa
Foet

yak U berjumlah 49.442

Seksi Kesejahteraan Sosia
Seksi Pelayanan Umum
Kelompok Jabatan Fungsional

STQe Hho oo o

Tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas :
a. Menyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (6);

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
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c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e pelayanan umum;

f. yang
g k ‘ esa dan/atau
h angan Daerah

walikota.
Tugas pokok Sekretaris Camat mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis
administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintaha serta

melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota
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. Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran

penyelengaraan ~ Pemerintahan ~ Kecamatan, = pembangunan  dan

kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan

Mengevaluasi tugas Pemerintahan Kecamatan berdasarkan informasi, data,
laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintaha Kecamatan kepada Camat
secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi

bagi batasan.
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Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemimpin sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

%

S\

o
e
o
4
P
v
y
¢

s



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

58

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

aspek pent apainya ¥ g--masing unsur

serta pihak ye | da sebus 1 dan memahami

bentuk kegi

Dalam kebiajaka a '_ i di kelu ndang-Undang

mengaturr semua unsur Pemerintahan di luar yang menjadi urusarn Pemerintah
Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi
pelayanan dan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat
dengan tujuan antara lain pada peningkatan kesejahtraan masyarakat sejalan

dengan tujuan dan prisip tersebut di laksanakan pula prinsip Otonomi yang nyata

serta bertanggungjawab.
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Implementaasi penetapan kebijakan Otonomi Daerah tersebut mendorong
terjadinya perubahan secara strucctural, fungsional, dan kultural dalam
keseluruhan tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu dimana
diketahui perubahan yang sangat esensial-adalah hal-hal berkenan dengan
kedudukan, kewenangan dan tugas serta fungsi Camat.

Perubahan pradigmatik-penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut,
mengakibatkan polaa distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung
pada penetapan pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintahan dari
Bupati/Walikota dalam dan untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah,
dan penyelenggaraan Pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung
terhadap optimalisasi peran, dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan
pelayanan bagi masyarakat.

Dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan Pemerintahan
melainkan, sebagal satuan wilayah kerja atau pelayanan dimana status Kecamatan
kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/\Walikota yang sudah jelas
dikatakan dalam Pasal, 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni,
“Perangkat Daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas secretariat Daerah, sekertariat
DPRD, Inspektoraat, Dinas, Badan, dan KeeCamatan.

Dimana diketahui bahwa Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala
wilayah Kecamatan, dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-
tugas dekonsentrasi akan tetapi telah beralih menjadi perangkat Daerah yang

memiliki sebagian kewenangan Otonomi Daerah, dan penyelenggaraan
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Pemerintahan diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal
225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan

fungsi Camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah

peranan ] dala : ) erhadap T asyarakat di

Kecamata : ng ke ar agal ujung tombak

wewenang diba ( : W E ; alikota melalui

Sekretariat ) 3 - ' elenggarakan oleh

’ @ 8 Tentang Kecamatan dimana
Pasal 10 poin ¢ bahwa ‘ impin Kecamatan bertugas
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
meliputi:
a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan;
b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat;

Dan
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c. Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Kepada

Bupati/Wali Kota..

Berdasarkan penjabaran diatas bahwa Penyelenggaraan ketenteraman, dan
ketertiban umum.sebagar tugas.Camat yang.berada diwiilaya Kecamatan hal ini
merupakan upayah meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat, dimana penyakit
masyarakat menjadi permasalahan yang sangat,cenderung menjadi kendala yang
sulit dihadapi sehingga Camat dalam melaksanakan tugasnya haruslah memiliki
kemampuan, potensi, serta kehandalan didalam mengatasinya dikarenakan sangat
merugikan bagi kehidupan masyarakat terutama bagi kaum masyarakat muda
sebagai penerus bangsaa.

Pelaksanaan tugas menjaga ketentraman, dan ketertiban merupakan
tanggung jawab bersama segenap komponeen masyarakat. Secara umum tugas
keamanaan tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara ‘Republik indonesia.
Sesuai Undang-Undang ketentraman, dan ketertiban juga harus menjadi tanggung
jawab Pemerintah KeCamataan. Dalam upaya penyelenggaran ketentraman, dan
ketertiban masyarakat merupakan tugas Seksi ketentraman, dan ketertiban (seksi
tramtib). Lingkup tugas dan kewenangan Seksi ketentraman dan ketertiban dalam
unsur Pemerintahan di tingkat Kecamatan, yang meliputi penegakkan dan
pembinaan hukum terhadap peraturan Pemerintah Daerah (Perda) yang berlaku di
setiap Daerah Peemerintahan.

Ketentraman, dan Ketertiban masyarakat sangatlah penting dan
menentukan dalam Kkelancaran jalannya Pemerintahan, pelaksanaan dan

pembangunan, serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah Daerah
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sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan
masyarakat. Namun, hal diatas menjadi permasalahan di Kecamatan Kerinci hal
ini tidak sesuai dengan keamanan yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
Kegiatan koordinasi yang dilakukan Camat.yang didasarkan pelaksanaan tugas
Camat didalam melaksanakan koordinasi Ketentraman, dan Ketertiban Kecamatan
belum melihatkan Kinerja yang-maksimal’ dalam pelaksaaan Ketentraman dan
Ketertiban ditegah masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan fenomena-feenomena
sosial yang menyebabkan tidak tentram dan tertibnya diKecamatan Pangkalan
Kerinci. Diketahul bahwa adapun jenis pelanggaran ketentraman, dan ketertiban
di pangkalan Kerinci meliputi pelanggaran Ketentraman Penjualan Obat-obat
terlarang (Narkotika), Penjual Minuman keras, Ketertiban umum meliputi Tertib
Pedagan Kaki Lima di bahu jalan umum, Tertib Jalur Hijau taman dan tempat
umum (Pedagan), Tertib Warung kelambu di Bulan Rahmadhan, Tertib Perjudian,
Tertib Usaha Tempe dan Tahu. Pencurian, Tertib Rumah Kos, Tempat Karoke
(Café), Prostitusi. Hal tersebut sesuai dengan survei awal dengan Sekretaris
Camat, dan beberapa masyarakat. Bahwa Fenomena-fenomena tersebut dijelaskan
bahwa melihat ketentraman-dan ketertiban diKecamatan Pangkalan Kerinci dapat
dikatakan koordinasi yang dilakukan Camat dalam pelaksanaan ketentraman dan
ketertiban belum terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak ditemuinya

permasalahan yang ada di tegah warga masyarakat.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peran Camat didlam pelaksanaan

tugas dan fungsinya sangatlah kompleks didalam melaksanakan tugas umum
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Pemerintahan diwilayah Kecamatan. Hal ini khususnya berkaitan dengan tugas

atributif dalam bidang koordinasi Pemerintahan terhaadap diseluruh instansi

Pemerintahan diwilayah Kecamatan, Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban,

Dan
c. Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Kepada

Bupati/Wali Kota.
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Begitu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 50 dikatakan Camat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a.
b.

c ketertiban
d dan Peraturan
e. anan umum;

f. ordinasika elenggaras ~ kegiatan  Pemerintahan  yang
g sa atau sebutan
h kewenangan

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Keamanan Dan Ketertiban Umum Pasal 1 dikatakan, point 27 Ketentraman

Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah Daerah dan rakyat dapat

melakukan kegiatan secara tentram, dan nyaman, begitu juga point 28 Ketertiban
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Umum adalah suatu keaadaan dimana Pemerintah Daerah dan rakyat dapat
melakukan kegiatan secara tertib, dan teratur, dan point 29 menyatakan bahwa

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang

Dan Ketentrama terti g q aturan Daerah

ini adalah :

a.

b. N . g ;':'__ ! n.beralkohol dengan

. Tertb Narkotika dan Obat-obat terlarang;
d. Tertib minuman tradisional (Tuak ) yang memabukan;
e. Tertip Penghisap Lem dan Zat Adektif lainya;

f. Tertib usaha kafe, karoke dan billiar;
g. Tertib tempat hiburan;

h. Tertib sosial;
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i. Tertib jalan dan angkutan umum;
j. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

k. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;

m.

n.

0.

p.
koordinasi
merupakan ha oentir j : 3 ‘ eorang pemimpin
akan dinila a koor afi : 4 in dengan baik
sesuai deng n Oleh Camat
Pangkalan , dan Kketertiban
umum merup al ini bagaimana
peran Camat da ang ada di wilayah
Kecamatan, baik koo ’ug a vertikal dengan pegawai yang
berada dibawah kepemi . V& DE pala Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum maupun secara horizontal dengan instansi yang berada dalam
wilayah Kecamatan seperti Kepla Desa dan Lurah serta tokoh masyarakat serta
pihak kepolisian setempat dan berbagai instansi lainnya yang berada di
Kecamatan Pangkalan Kerinci demi tercapainya Pemerintahan yang baik. Camat

Pangkalan Kerinci sebagai pemimpin organisasi akan sangat mempengaruhi gerak
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laju dari organisasi Kecamatan. Hal tersebut terjadi karena pemimpin organisasi
yang menentukan akan dibawa kemana organisasi itu bergerak.

Pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan
Kerinci merupakan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan
rasa aman, dan kehidupan yang tertib, dan teratur. Sebagai pimpinan pada
lingkungan Kecamatan, Camat-sangatlah berperan dalam melakukan koordiinasi,
baik koordinasi yang bersifat langsung, maupun tidak langsung. Hal ini
dikarenakan ~dengan berkoordinasi akan memudahkan pelaksanaan dan
pencapaian tujuan oraganisasi. Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu
kebutuhan batin dan lahirian setiap individu demi tercapainya ketentraman dan
ketertiban di kalangan masyarakat, tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan
olen pemerintah Kecamatan. Camat Pangkalan Kerinci sebagai pemimpin
diKecamatan harus mengkordinasikan seluruh aspek Pemerintahan dengan tujuan
yang dipimpinya agar terwujudnya ketentraman, dan . ketertiban umum.
Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan
masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus
mengerti dan memahami apa itu koordinasis

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Camat Pangkalan
Kerinci tentang pengertian koordinasi, fungsi koordinasi serta pentingnya
koordinasi dalam organisasi Pemerintahan Kecamatan.

“...Koordinasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu

organisasi untuk menyesuaikan atau mengatur bagian-bagian yang

berbeda agar kegiatan dari bagian-bagian tersebut terlaksana efektif dan
efisien, serta tercapainya tujuan bersama. Adapun fungsi dari koordinasi

tersebut adalah suatu cerminan dari suatu organisasi tersebut, maksudnya
baik buruknya hasil kerja dari suatu organsasi tergantung pada
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koordinasi yang dilakukan dalam organisasi tersebut agar bagian dalam
organisasi memainkan perannya masing-masing yang telah ditugaskan.
(Wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra,
pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci)...”
Dalam wawaneara. tersebut dapat disimpulkan‘bahwa koordinasi sangatlah
diperlukan dalam suatu organisasi untuk keberlangsungan suatu.organisasi yang
baik. Serta koordinasi berperan agar bagian-bagian dari organisasi tersebut
menjalankan fungsinya masing-masing.
Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana koordinasi yang dilakukan
oleh pihak Kecamatan selama ini.
“...Sejauh ini kami melakukan koordinasi sesuai dengan panduan-
panduan yang ada, kami melakukan rapat koordinasi dengan intern
Kecamatan setelah apel senen pagi dan langsung saya sendiri yang
memimpin rapat koordinasi tersebut. Kalau koordinasi dengan ekstern
Kecamatan kami lakukan sekali sebulan-dan dilaksanakan diawal bulan.
(Wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra,
pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci)...”
Camat Pangkalan Kerinciimenjelaskan bahwa sejauh.ini koordinasi yang
dilakukan diKecamatan Pangkalan Kerinci, baik itu secara intern Kecamatan,
maupun ekstern Kecamatan yang terkait telah terlaksana dan sesuai dengan yang
diharapkan. Dari wawancara diatas diketahui bahwa Camat Pangkalan Kerinci
menyadari bahwa koordinasi merupakan suatu hal yang sangatlah diperlukan
didalam organiisasi terutama didallam organisasi Pemerintahan karena ini
menyangkut masyarakat secara luas. Namun walaupun demikian koordinasi yang
telah dilakukan tentunya masih ada juga kendala-kendala yamg dihadapi.
Berikut penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu Camat

Pangkalan Kerinci tentang peran atau fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi.

Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara :
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“...Koordinasi berfungsi untuk mendukung keberhasilan organisasi, tanpa
koordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, koordinasi bertujuan
untuk mendukung tercapainya program organisasi serta untuk mengetahui
sejauh mana program tersebut sudah terlaksana. Sejauh ini koordinasi
yang diterapkan pada Kantor Camat Pangkalan Kerinci sudah berjalan
meskipun belum'secara rutin melainkan disetiap bulannya dilaksanakan,
memulai_pertanggungjawaban dari.bagian umum-ke Sekretaris Camat
kemudian langsung pada Camat  sebagai pimpinan organisasi”.
(Wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra,
pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci)...”
Berdasarkan wawancara tersebut dapat '.diketahui bahwa koordinasi
merupakan kegiatan manajemen yang telah dilakukan secara rutin pada kantor
Camat Pangkalan Kerinci. Camat menyadari bahwa tanpa koordinasi yang baik
maka organisasi tidak akan berjalan secara efektif, meskipun demikian koordinasi
yang dilakukan tentunya akan memiliki kendala dimana maksud dan tujuan dari
koordinasi itu_sendiri adalah.menyatupadukan semua unsur organisasi yang
tentunya berbeda sehingga bekerjasama dalam pencapaian tujuan organisasi yang
telah ditetapkan.
Dalam pembahasan bab ini penulis mengggunakan beberapa indikator

dalam pengukuran pelaksanaan mengoordinasikan upaya ketentraman dan

ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Kerinciyaitu meliputi :

1. Tangung jawab

Pertanggung jawaban koordinasi adalah merupakan tugas utama pimpinan,
termasuk juga tanggung jawab koordinasi. Pertanggung jawaban koordinasi telah
dijalankan oleh Camat Pangkalan Kerinci dimana Camat memberikan wewenang
koordinasi terhadap setiap instansi Pemerintahan yang ada diKecamatan, hal ini

dilakukan karena begitu luasnya rentangan manajemen yang harus dilalui Camat
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untuk melakukan pencapaian koordinasi. Faktor pendukung utama didalam
koordinasi tidak lain adalah komunikasi dengan komunikasi maka proses
koordinasi bisa berjalan, dimana dikethui kegiatan komunikasi yang baik tentunya
akan memudahkan proses koordinasi melalui® penyampaian, himbauan pesan-
pesan atau Isi serta tujuan, dan manfaat yang akan dicapai dalam. koordinasi
tersebut.

Berikut wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A
Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci terkait
Pertanggung jawaban koordinasi sebagi berikut:

“...didalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, saya melakukan

koordinasi  pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Camat dengan

memberikan wewenang koordinasi kepada setiap instansi Pemerintahan,
lembaga masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan

Pangkalan Kerinci, hal ini dilakukan karena begitu luasnya rentangan

manajemen yang harus dilalui Camat untuk melakukan koordinasi dengan

tujuan agar koordinasi yang diharapkan dapat saling berhubungan dan
berlangsung dengan baik::.”’

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Camat yang berperan sebagai
pemimpin harus mampu berkoordinasi dengan bawahan, dimana Camat harus
mampu  mempengaruhi » bawahan  melalui= proses kepemimpinannya.
Kepemimpinan dapat diartikan“'sebagal suatu proses atau kegiatan untuk
mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mencapai
suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Bukit Agung Bapak Rizal, pada
Tanggal 08 Juli 2019 terkait Pertanggung jawaban koordinasi sebagi berikut:

“...Sejauh ini Kepala Desa telah menerima koordinasi dari Camat

didalam koordinasi Ketentraman dan ketertiban akan tetapi sejauh ini
himbauan yang saya menyampaian terkait pendataan akan adanya
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permasalahan ketentraman dan ketertiban di Desa melainkan tidak
adanya respon secara luas akan upaya yang akan dilakukan Camat dan
tindakan yang akan dilakukan serta penanggulangannya melainkan
Camat hanya mengatakan upayakan disetiap Desa tentram dan tertib itu
saja...”

Kecamatan tentunya Setiap adanya kejadian yang g noketentraman, dan
ketertiban N ma ‘ aga asuk aparat Desa
diharapkan erika an agar hal terse ap selesaikan dan tidak

mengganggu

terus-menerus, atau berkesinambu perlu dikembangkan sampai tujuan
dari koordinasi tersebut tercapai. Sedangkan proses koordinasi yang dilakukan
dalam upaya peneyelenggaraan ketentraman, dan ketertiban umum adalah dengan
memberikan laporan dimana bagian yang dikoordinir memberikan laporan kepada

pihak yang mengkoordiinir mengenai suatu kejadian.
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Berikut wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A
Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci terkait
proses koordinasi sebagi berikut:

“...sejauh« Inl " proses.. koordinasi== yang  saya lakukan upaya

peneyelenggaraan. ketentraman dan ketertiban umum-adalah dengan

memberikan laporan, dimana bagian yang dikoordinir memberikan
laporan kepada pihak yang mengkoordinir mengenai suatu kejadian
dilapangan agar kejadian yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama
dan mengetahuiv:solusi yang akan dilakukan agar tidak terjadinya
kecemasanan yang dirasakan masyarakat, ya saya menerima laporan
tersebut dari koordinasi yang kita lakukan melalui- setiap instansi

Pemerintahan, Pemerintah Desa, lembaga masyarakat Desa, yang ada di

Kecamatan Pangkalan Kerinci...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa proses koordinasi yang sedang
dilakukan dalam pencapaian peneyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
adalah dengan memberikan laporan, dimana bagian yang dikoordinir memberikan
laporan kepada pihak yang mengkoordinir mengenai suatu kejadian, Dalam
penelitian ini kepala Desa‘-memberikan laporan kepada: Camat mengenai
ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya gangguan
tersebut maka di khawatirkan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban
umum.

Berikut wawancara dengan Lurah Pangkalan Kerinci Timur Bapak Edi
Arifin, pada Tanggal 08 Juli 2019 terkait Pertanggung proses koordinasi sebagi
berikut:

“...Sejauh ini saya selaku Lurah sudah memberikan laporan terhadap

Camat terkait laporan ketentraman dan ketertiban di Desa meskipun

laporan yang saya terima dari masyarakat, akan tetapi laporan yang saya

berikan terhadap Camat kebanyakan belum ditanggapi sehingga upaya
laporan yang diberikan sia-sia tidak adanya solusi contohnya dsini ada

café remang-remang dan penjualan mirias saya sudah koordinasi dengan
Camat tetapi sampai hari ini belum ada solusinya sehingga café dan
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penjualan miras masih berdiri begitu saja, dan saya juga selalu berupaya

untuk menertibkannya akan tetapi kita lebih bagus koordinasi dulu agar

lebih menguatkan bahwa adanya himbauan dari pemerintah akan adanya
pelarangan....”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Lurah-Pangkalan Kerinci Timur
telah memberikan laporan terkait ketentraman dan ketertiban-terhadap Camat
sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan kepala Desa akan tetapi laporan yang
diberikan belum adanyassoslui didalam penangan permasalahan yang ada diDesa
tersebut sehingga penetapan Desa tentram dan tertib belum berlangsung dengan
baik.

Adapun bentuk laporan yang disampaikan pihak Desa dalam penelitian ini
adalah berkaitan dengan adanya sebuah usaha café yang berkedok prostitusi di
Jalan Lingkar, dan diketahui-bahwa adanya-café tersebut sangat meresahkan
masyarakat dikeranakan café tersebut adanya kegiatan karaoke sampai subuh, dan
banyaknya wanita malam ‘yang/\beradadi‘dalamnya. Hal ini meresahkan
masyarakat dengan suara dari cafe tersebut dan banyak warga setempat yang
menghabiskan waktu. malam di tempat tersebut .terutama pemuda-pemuda
sehingga meresahkan keluarga meraka. Hal ni- sangat bertentangan dengan
peraturan ketentraman dan ketertiban di tegah-tegah masyarakat.

Dengan adanya himbauan dan laporan oleh masyarakat maka pihak
Kecamatan memberikan langkah maupun upaya untuk menyelesaikan permasalah
yang meresahkan masyarakat yang terjadi sebagai suatu proses yang harus
melibatkan seluruh unsur yang terkait. Secara dengan adanya laporan maka pihak

Kecamatan dapat mengetahui masalah yang terjadi di Desa tersebut, dan dapat

mencari solusi serta jalan keluar untuk permasalahan yang sedang terjadi.
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Peran yang dilakukan pihak Kecamatan dengan mengadakan musyawarah
yang berupa mediator merupakan salah satu bentuk proses yang dilakukan dalam

upaya penyelesaian masalah yang telah terjadi, setiap proses yang dilakukan harus

Pemerintahan Kecamata erupakan wilayah administratif

Kecamatan akan tetapi, Desa memiliki pertanggung jawabaan lansung kepada
Bupati seebagai pimpinan Daerah, namun setiap permasalah yang terjadi di Desa
akan diselesaikan berdasarkan wilayah administratif, sehingga Desa dan
Kecamatan haruslah berkoordinasi didalam upaya penyelesaian setiap masalah

yang ada diwilayahnya sebagai mitra Pemerintahan.
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Berikut wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A
Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci terkait
Pengaturan secara teratur dalam koordinasi sebagi berikut:

“...Pelaksanaan koordinasi saya lakukan berdasarkan peraturan yang
dilimpahkan-bagi Kecamatan dengan melakukan tugas-yang ditetapkan
bagi Kecamatan yang bertanggungjawab terhadap Bupati dan melakukan
pengaturan bagi pemerintah dibawa saya seperti Kelurahan dan Desa
meskiun secara tidak Jlangsung pertangungjawaban kepada Kecamatan
melainkan bersama’ dengan Bupati sebagair pimpinan Daerah, namun
setlap permasaalah yang terjadi di Desa akan di selesaiikan berdasarkan
wilayah administratif, sehingga Desa dan Kecamatan harus berkoordinasi
dalam upaya penyelesaian setiap masalah yang ada di wilayahnya sebagai
mitra Pemerintahan...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan tugas Camat didalam
koordinasi ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan yang dilimpahkan
bagi Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati dan melakukan upaya
koordinasi bagi pemerintah dibawa saya seperti Kelurahan dan Desa meskipun
secara tidak langsung pertangungjaawaban kepada Kecamatan melainkan bersama
dengan Bupati sebagai piimpinan Daerah namun, seetiap permasaalah yang terjadi
diDesa akan di selesaiikan berdasarkan wilayah administratif, sehingga Desa dan
Kecamatan harus berkoordinasi didalam upaya penyelesaian setiap permasalahan
yang ada diwilayahnya sebagai mitra Pemerintahan dengan tujuan agar terjalinnya
upaya-upaya penetapan peraturan, penanganan permaslahan ketentraman, dan
ketertiban diKecamatan Pangkalan Kerinci.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Rantau Baru Bapak Hermansyah,
pada Tanggal 08 Juli 2019 terkait Pertanggung proses koordinasi sebagi berikut:

“...Sejauh ini Camat sudah melakukan tugasnya dengan melakukan

koordinasi sampai kepada kepala Desa akan tetapi upaya yang dilakukan
Camat didalam pertanggungjawaban tugasnya dalam melakukan
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koordinasi ketentraman dan ketertiban sampai dengan Desa/Kelurahan

belum terlaksana dengan baik dimana seharusnya koordinasi Camat

secara langsung turun ke Desa/Kelurahan serta warga masyarakat
didalam menyampaiakan uapaya Desa/keluran tentram dan tertib

melainkan Camat hanya memberikan himbauan apabila ada rapat di

kantor Camat.sehingga belum terlihat bentuk keseriusan Camat didalam

melakukan-koordinasi pelaksanaan ketentraman dan.ketertiban hingga di

Desa/Kelurahan....”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Kepala Desa Rantau Baru menerima
koordinasi oleh Camatsterkait ketentraman dan’iketertiban akan tetapi bentuk
koordinasi’ yang disampaiakn tidak secara langsung turun ke Desa/Kelurahan
warga serta masyarakat didalam upaya Desa tentram dan tertib melainkan hanya
himbauan apabila adanya rapat dikator Camat, hal ini terlihat bahwa kordinasi
yang diberikan Camat belum memberikan kekuatan bagi Desa/Kelurahan didalam
melakukan Desa/Kelurahan yang aman dan. tertib:

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat telah
diatur dalam .undang-undang.< Tujuan: dibuatnya peraturan adalah demi
terciptannya keteraturan dan ketentraman serta keamanan bagi setiap warga
masyarakat secara bersama-sama. Khususnya bagi. setiap pelanggaran yang
berkaitan ketentraman “dan. ketertiban di- Kecamatan pangkalan kerinci harus
diselesai sesuai peraturan yang ditetapkan.

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban diKecamatan Pangkalan Kerinci
berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Pasal 1 dikatakan point 27
Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah Daerah dan

rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman, point 28.

Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah Daerah dan rakyat
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dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur, dan point 29 menyatakan
bahwaKetentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan

penanganan

Daerah ini

|

| &
om
0

9

e. Tertip Penghisap Lem dan Zat Adektif lainya;
f. Tertib usaha kafe, karoke dan billiar;

g. Tertib tempat hiburan;

h. Tertib sosial,

i. Tertib jalan dan angkutan umum;

j. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
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k. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;

I.  Tertib pedagang kaki lima;

m. Tertib warung kelambu dibulan Ramadhan;

alan Kerinci

yang diteta Tahun 2016

Tentang s pelanggaran

ketentram pelanggaran

e

ketentrama ptika), Penjual

Minuman kera i Lima di bahu

jalan umum, Te

L1 LN Y

Warung kela han, Terti ertil Usaha Tempe dan

Tahu. [ : aroke  (Café), Prostitusi.

baik agar permasalahan-permasalahan yang menyangkut ketentraman dan
ketertiban dapat dikendalikan sehingga tidak meresahkan masyarakat dan
merugikan masyarakat sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang aman

dan yaman.
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4. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan adalah kesatuan dari pada usaha-usaha, individu dalam
hal ini, pimpinan harus mengatur semua usaha-usaha, kegiatan individu sehingga
terdapatnya keserasian dalam mencapai hasil.-Keserasian dapat diperoleh dengan
adanya perencanaan tanpa adanya kesatuan tindakan antar bagian yang bertugas,
usaha pelaksanaan koordiinasi-dalam upaya penyelenggaraan ketentraman, dan
ketertiban' umum akan sulit dilakukan. Ketentraman dan ketertiban umum akan
tercapai apabila koordinasi dilakukan dengan adanya kesatuan tindakan dari setiap
bagian, dikarenakan koordinasi dan kesatuan tindakan adalah suatu kegiataan
yang saling berkaitan.

Berikut-wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A
Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci terkait
Kesatuan Tindakan dalam koordinasi sebagi berikut:

“...sejauh ini saya selakuk Camat sudah menerapkan kesatuan tindakan
antar bagian yang bertugas, usaha pelaksanaan koordinasi dalam upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dimana Camat
sebagai pimpinan Kecamatan berkoordinasi dengan seluruh bagian, dan
menciptakan suatu kesatuan tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan
masalah yang sedang terjadi terkait gangguan ketentraman dan ketertiban
yang dirasakan masyarakat...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Camat pangkalan kerinci
sudah melakukan koordinasi dengan melakukan kesatuan tindakan yang terjadi
dengan Kepala Desa, Kelurahan dan Lembaga Masyarakat Desa dalam

penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dirasakan masyarakat,

maka Camat Pangkalan Kerinci sebagai pimpinan Kecamatan sudah melakukan
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koordinasi dalam menciptakan suatu kesatuan tindakan yang bertujuan untuk
menyelesaikan masalah yang sedang terjadi ditegah masyarakat.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Rantau Baru Bapak Hermansyah,
pada Tanggal 08 Juli 2019 terkait Kesatuan Tindakan sebagi-berikut:

“...Sejauh ini saya selaku kepala Desa sudah mengupaya koordinasi
ketentraman dan ketentraman atas himbauan Camat dengan melakukan
rapat dikantor Camat, dengan |tujuan  Kesatuan tindakan yang akan
dilakukan, ya sejauh “ini_upaya tindakan'yang diberikan Camat adalah
mendirikan poskamling dan pemberian laporan kepada Camat apabila
terjadinya permasalahan ketentraman dan ketertiban.....”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Kepala Desa Rantau Baru sudah
melakukan kesatuan tindakan didalam penangan ketentraman dan ketertiban yang
dikoordinasikan oleh  Camat dimana kepala Desa sudah melakukan upaya
ketentraman dan ketertiban didalam mendirikan poskamling dan memberikan
laporan kepada Camat akan permasalahan ketentraman dan ketertiban di Desa.

.Kesatuan tindakan yang dilakukan Camat Pangkalan Kerinci sudah cukup
baik dengan menciptakan suatu petunjuk atau pedoman pelaksanaan ketentraman
dan ketertiban, hal'ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai
dengan bidang yang dijalani oleh Camat. Sedangkan kesatuan tindakan yang
dilakukan Camat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat
adalah koordinasi dalam bentuk diadakannya rapat, dan dengan adanya rapat
tersebut dapat mencapai suatu kesatuan tindakan melalui musyawarah. Akan
tetapi hal ini dirasa kurang efektif, karena pada waktu diadakan rapat atau
pertemuan, tidak semua wakil dari instansi serta aparatur Desa yang bisa hadir.

Ketidakhadiran sebagian aparatur Desa dan instansi dalam rapat yang

dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan kesatuan tindakan, merupakan faktor
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yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi. Selain bentuk

rapat dan pertemuan yang diadakan dalam upaya melakukan koordinasi sebaiknya

Camat menciptakan suatu aturan yang mengatur seluruh masyarakat demi

masyarakat ah kesa “bagi setiap indiv da nenciptakan suasana

yang tentra

usaha bersama. Setiap pelaksanaa ang diberikan serta dilakukan melalui
koordinasi adanya pembagian tugas, hal ini dapat membuat koordinasi lebih
terarah, sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan. Koordinasi dilakukan
dengan memberikan peneekanan didalam pencapaian tujuan.

Terciptanya koordinasi yang baik tentunya akan mengarah mempermudah

terwujudnya ketentraman, dan ketertiban dikalangan masyarakat yang juga

merupakan tujuan dari organisasi tersebut. Koordinasi diketahui tidak terlepas dari
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adanya kegiatan komunikasi yang baik sehingga hal ini juga menjadi faktor yang
turut mempengaruhi bagaimana peran Camat didalam mengadakan koordinasi
kepada bagian yang diikoordinirnya komunikasi yang baik tentunya akan
menghasilkan koordinasi yang lebih baik.

Berikut wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A
Saputra, pada. Tanggal 08 Juli-2019'di Kantor,Camat Pangkalan Kerinci terkait
Tujuan koordinasi dalam koordinasi sebagi berikut:

*“...Koordinasi yang saya lakukan didalam tujuan pencapaian koordinasi
tidak terlepas dari adanya komunikasi yang baik terhadap Kepala Desa
dan Keluharan serta Lembaga Mayarakat Desa, dimana saya
menghimbau dan menyarankan agar disetiap Desa dan keluharan
terjalinnya komunikasi terkait permasalahan yang ada di tegah
masyarakat, serta menghimbau setiap adanya permasalahan akan
diselesaikan secara muyawarah bersama...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Camat Pangkalan Kerinci sudah
melakukan koordinasi melalui_komunikasih terhadap Kepala‘Desa dan Keluharan
serta Lembaga Mayarakat Desa dengan memberikan himbauan dan saran agar
disetiap permasalahan yang ada di tegah masyarakat diselesaikan secara
muyawarah bersama.

Berikut wawancara ‘dengan Lurah Pangkalan Kerinci Timur Bapak Edi
Arifin, pada Tanggal 08 Juli 2019 terkait Tujuan koordinasi sebagi berikut:

“..Sejauh ini saya Lurah sudah melakukan komunikasi terhadap

Desa/Kelurahan terkait pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tegah

masyarakat akan tetapi komunikasi yang diberikan hanya sebatas

himbauan saya yang seharusnya Camat memiliki ketetap waktu
berkomunikasih dalam bentuk rapat yang ditetapkan agar upaya
ketentraman dan ketertiban dapat ditangani dengan baik....”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Lurah Pangkalan Kerinci Timur

telah berkomunikasi dengan Camat dengan Camat memberikan himbauan terkait
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ketentraman dan Kketertiban akan tetapi Camat belum menetapkan waktu
komunikasi dengan Desa/Kelurahan dalam hal rapat terkait upaya penagan

permasalahan Ketentraman dan Kketertiban di tegah masyarakat sehingga

tanggung

berkemban

karena per
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internal, yang terdapat pada individu Camat sebagai pemimpin juga terdapat
faktor internal, yang menyebabkan kurang optimalnya peran Camat dalam
pencapain tujuan, selain itu hal terpenting yang harus diperhatikan tidak lain
adalah unsur kegiatan komunikasi yang melekat dari pelaksanaan koordinasi,
dikarenakan koordinasi tidak akan pernah berjalan tanpa adanya komunikasi yang

baik diantara unsur pelaksana koordinasi tersebut.
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C. Hambatan Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan

Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kabupaten Pelalawan
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Camat didalam

Pangkalan Kerinci dalam koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum meliputi adalah :
1. Faktor internal

a. Diketahui bahwa belum adanya ketetapan kewenagan Camat secara

langsung untuk membuat sanksi terhadap masyarakat maupun individu
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yang melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakan Camat hanya berperan

didalam menjalankan wewenang dari Kepala Daerah (Bupati).

. Terjadinya mutasi atau pergantian pejabat Camat dan pejabat eselon

mengikuti rapat pertemuan yang diadakan oleh Kecamatan didalam
membahas kegiatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan

Pangkalan Kerinci.

. Masyarakat belum berperan mengambil tindakan didalam penangan secara

bersama didalam pelaksanaan ketentraman dan keamanan di wilaya

Kecamatan hal ini dikarenakan Camat masih jarang turun ketegah
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masyarakat didalam berkoordinasi dengan memberikan masukan dan
himbauan bagi masyarakat terkait upaya didalam penaganan ketentraman

dan Kketertiban, sehingga masyarakat terlihat hanya mengeluh dengan
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan dan ketertiban di

tertib ditegah
masyarakat : erimalaporan menge 2 1. keamanan, selaku

pemimp amat sels ¢ lesaian dengan mengacu

Camat sehingga mengeterbelakangkan pencapaian pelaksanaan akan
Ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat serta faktor ekxternal bahwa
terlihat Pemerintah Desa/Kelurahan belum ikut serta berpartisipasi dengan
baik didalam koordinasi pencapaian penangan ketentraman, dan ketertibaan

ditegah maasyarakat.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

88

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran Camat dalam melaksanakan
koordinasi ketentraman dan ketertiban di Kecamatan pangkalan Kerinci

bahwa Kurang optimalnya peran Camat dalam upaya penyelenggaraan

an Ketertibz H Camat belum
Vel

ggaraan yang
tidak setiap
kepolisian
arenakan belum

secara khusus

B. Saran
1. Hendaknya Bupati melakukan pendataan akan hasil pencapaian kinerja
Camat didalam melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban di tegah

masyarakat.
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2. Kiranya Camat lebih meningkatkan koordinasi dalam upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan
Pangkalan Kerinci.

3. Na \ Jiata rapat  didalam

pemerintah
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